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QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 04 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang adalah
merupakan salah satu kewenangan Kabupaten/Kota;

bahiwa untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Aceh Singkil dan sektor Terminal Penumpang sebagaimana tersebut pada
huruf-a diatas, dipandang perlu menetapkan aturan pelaksanaannya;

bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf-b diatas,
perlu menctapkan aturan pelaksanaannya dalam suatu Qanun Kabupaten
Acch Singkil,

Undang-undang Nomor. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerab
Otonom Propinsi dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (LLembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1103);

. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 56, Tambahan Lembaran Nepara
Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3478) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839} ;

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat 1T Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827) ;
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Menetapkan

8. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tenlang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

9 Peraluran Pemcrintali  Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3527) ;

10 Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 1993 (cntang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (l.cmbaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3529) ;

11 Pcraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3629) ;

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tcntang Tcknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintali dan Rancangan Kcputusan Daerah
(Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 70) ;

13.  Keputusan Menteri Dalam Negerr Nomor 23 Tahun 1986 lentang
Ketentuan Umum mengenat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintahan Daerah Jo. Kcpulusan Menteri Dalam Negenn Nomor 4
Tahun 1997 tcntang Penyidik Pegawai Neger Sipil di lingkungan
Pemerintah Dacrah;

14 Kcputusan Mcnteri Dalam Negen Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk
Peraturan Dacrah dan Peraturan Dacrah Perubahan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pcdoman Tatacara Pcmungutan Retribusi Daerah ;

16, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomeor 175 Tahun 1997 tentang
Pecdoman Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ; -

17 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 lentang
Tcrminal Transportasi Jalan ;

18. Keputusan Gubernur Propinsi Dacrah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun
1996 tentang Pctunjuk Pengelolaan Terminal Angkutan jalan pada Daerah
Tingkat-IT dalam Propinsi Dacrah Islimewa Aceh;

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Acch Singkil Nomor 10 Tahun 2001 icntang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil,

MEMUTUSKAN

i QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI

TERMINAL PENUMPANL}
BAB- |
KETENTUAN UMUM
Pasal- 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai badan Eksckutif Daerah ;

b Otonomi Dacrah adalah Kcth'enangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kcpentingan masyarakal setcmpat menurut prakarsa sendin
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;

¢ Kcwenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil
kebijaksanaan dalam rangka penyclenggaraan pemerintahan,



m

NS TRLETS WOTENE RS e ERARET lsS LA, =

Aopubiih Inanresia .
Kepala Dacrah adalah Bupat Aceh Singhil.

Dinas Dacraly, sclanjutnya discbut Dinas Persubungan Nanapai:
unsur pelaksana Pemenntah  Kabupaten  Aceh  Smghsl ¢
Perhubungan Kabupaten |

Unit Pclaksana tckms Dinas (UPTD) Terminal Penumpang adaloti uns_-
pelaksana teknes operasional Dinas Perhubungan dilapangan dalans rangn:
penyelenggaraan pengelolaan Terminal Penumpang ;

PPejabat adalah Pegawai vang diberi tugas (ertentu dibidang retribu < sesua,
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfaku |

Terminal Penumpang adalah prasarana transporiasi jalan untuk keperluarn
menurunkan dan menatkkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar
moda transporlasi scrta  mengatur kedatangan dan pemberangkaan
kendaraan wmum ;

Jalur Pcmberangkalan Kendaraan Umum  adalah  pelataran  didalam
fcrminal penumpang sang discdiakan bagi kendaraan umum  untub
menatkkan penumpang ;

Jalur Kedatangan Kendaraan Umuin adalah pelataran didalam (erminal
pcnumpang yang discdiakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan
pcnumpang ;

Tempal tunggu Kendaraan Umum adalab pclataran didalam (crminal
penumpang yang discdiakan bagl kendaraan umum untuk menunggu dan
siap menuju jalur pcmberangkatan |

Tempat Isticabal Kendarnan adalab pelataran didalam fermimal sang
discdiakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk beristirahat
sementara dan membersthikan kendaraan scbelwm melakukan perjalinan .

Tempat Tungpu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu
didalam tcrminal penumpang yang discdiakan bagi penumpang yang aka-
melakukan perjalanan ;

Kepala Terminal Penumpang adalah Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas
Terminal Penumpang dani Subdin Phb Darat pada Dinas Perhubun_za-
Kabupaten Acch Singkil.,

Kendaraan Umum adalah sctiap kendaraan bermotor yang discdizs<z-
untuk dipergunakan olch umum dengan dipungut biaya bayaran ;

Bus Besar adalalr kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat o.Z-
lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk --—_
tidak termasuk tempit duduk pengemude dengan panjang kendarz> -
dari 9 (sembilant meter .

Bus Sedang adaieh kendarzan termoler dengan kapasitas lempa = -
sampai dengan 28 oiang Jdengan ukuran dan jarak anlara termol oo
normal nidak  ermasuk tempat  duduk  pengemudi denga-
kendaraan lebih Jdan 6.5 sampar dengan 9 meler

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas =2 -
sampai dengan |6 orang Jengan ukuran dan jarak antarz 277
normal  Udak tcrmasuk tempat duduk pengemudi cor =T

kendaraan 4 saripal dengan 6.2 meter:

Mobit Penuimpang adalah sctap kendaraan sermoier oo .
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berjadwal .

Angkutan antar Kota Antar Propinst (AKAP] adalah anckuizn da0b s82
kota ke kota lain yang melalui antar dacrah Kabupaten kota van. .2 o
fcbih dari salu daerah Propinsi Jengan menggunakan mobil bu. umum
vang terikat dalam trayek .

Anpkutan Antar Kota dalam Propinsi (AKDY) adalab dari satu kota ke
kota lain yang mellui antar dacrah Kabupaten/Kota dalam satic daeran
Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam travek

Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat tain dalam
salu dacral Kota wilayah Ibukota Kabupaten atau dalam Dacrah Khusus
{bukota Jakarta dengan mengpunakan mobit bus umum atain mobil
penumpang umum yang terkait dalam trayck;

Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
satu daerab Kabupalen yang tidak termasuk dalam trayck kota yang berada
pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum
alau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;

Angkutan Perbatasan adalah Angkutan kota atau angkutan pedesaan yany
mermasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten
atau kota Jainnya baik vang melalut satu Propinsi maupun lebih dari satu
Propinsi ;

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daeral untuk tujuan kepentingan pclayanan kegiatan
usaha yang sclanjuinya dapat dinikmatt pemanfaatannya oleh orang atau
badan;

Retribusi Terminal Penumpang, sclanjuinya  discbut Retribusi adalal
pembayaran alas jasa pelayanan, penggunaain fasilitas sarana/prasaranz
didalam areal terminal vang diselcngyarakan oleh Pemerintah Daciah;

Wajib Retribusi adalah crang dan atau badan yang mcmanfaatkan saran:
dan prasarana !asilitas t--minal pcnumpang;

Masa Retribusi adalah jangha waktu terientu yang memiliki jangi.a wees .
bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan sarana dan prasarana tcr .
penumpang ;

Sural Pendaftaran Obick retribust Dacrah, yang sclanjulnya dap. =
SPAORD adalah surat vang Jigunakan oleh wajib retnb.  C
melaporkan olijck retribusi dan wajib retribusi scbagai dasar ~ -
dan pembayaran retiibusi terulan:: menurut peraturan perunda _-
retribust Daerah |

Surat Ketctapan retribusi Dacrah, yang sclanjutnya dapat ¢ <.~ .-
adalah surat keputusan vang menenlukan besaraya jumia® - -
terutang ;

Surat Ketetapan retribusi Dacrah kurang bayar tambahz
dapat disingkat SKRDKBT. adalah surat kepulusa-
tambahan atas jumlah rertribusi yang telah ditctapka-

Surat Ketclapun retribusi Daerah lebib bayar: ye=2
kcicbihan pembayaran retribusi harena jumlah » 7.
retribusi vang terutang atau tidak scharusnya =7 "~



i, Swral Keictapan retribusi Dacrah Icbih bayar, yang mcnentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada
retribusi yang terutang atau tidak scharusnya terutang ;

i, Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya dapat disingkal STRD,
adalah surat untuk melakukan tagiban retribusi dan/ atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/alou denda;

kk. Surat Keputusan Kcberalan, adalah surat keputusan atas keberatan lerhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
yang diajukan olch wajib retribusi;

. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegialan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengeclola dala dan / atau kclcrangan Jainnya -dalam rangka
pengawasan keputusan pemenuban kewajiban retribusi dacrah berdasarkan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

mm. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Dacrah adalah sclanjuinya
disebut Penyidik, untuk mencari scrta mengumpulkan bukti dan dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerab yang
{erjadi serta menemukan tersangkanya,

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK REETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal Pepumpang  dipungut retribusi  sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir bis/non bis,
penycdiaan [lasilitas tempat kegiatan usaha, penycdiaan fasilitas pendukung
kegiatan lainnya dalam lingkungan terminal

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah Pelayanan alas

a. Penyediaan fasilitas tempat parkir kedatangan /keberangkatan
bis/non bis angkutan penumpang umui;

b Penyediaan fasilitas gedung/tcmpat  usaha  untuk kegiatan
penunjang terminal;

c. Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan lerminal latnnya;
d. Pemberian jasa pelayanan kebersihan terminal

(2)  Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan peron, pelayanan
penyediaan peron tidak berlaku lagi

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperolch
pelayanan, dan menggunakan fasilitas sarana dan prasarana lerminal.

BARB 111
GGLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Reiribusi Termina! Penumpang digolongan sebagai Retribusi jasa usaha.



Pasal- 6

T:nzhat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaran
fasilitas sarana dan prasarana terminal.

BAB-V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNY A TARIF

Pasal- 7

() Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal
penumpang, dimaksudkan untuk menutup biaya atas pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan pengelolaan terminal ‘ang beroperasi secara efesien dan
berorientasi pada harga pasar

BAB- i
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI

Pasa - »

(1) Taril retribusi dogolongkan berdasaraa~ omis hendaraan. jenis (asilitas dan jangka
waktu pemakaian:

{2) Besarnya tarif ditetapkan berdasars2= == masaryang berlaku di wilayah daerah
Kabupaten Aceh Singhl:

(3)  Dalam hal tarif pasar vang beriza_ s_ © = .= _. 37 ~zkaanf ditetapkan sebagai
jumlah tarif pembavaran per <z a2” 7 <z 272" - Ir 2 merupakan jumiah unsur-
unsur tarif meliputs

a Unsur biava persatua= 27 2227 & -

b. Unsurkeuntungan wa=- 2«27 %lis TeTIILET 33
(4) Biaya sebagaimana dimaasuz zeas . o 0 -.-o-otonoo - zdafan melipuu
a biaya operasiona, z-_s_—~. L°. T. 7o T L ezt opezzwal bdak
tetap. betama barz-2 e~ : o LTt L L TTe ZiTowTwz bina
rutin' periodsl 2 moi s wan g TS S WS T DT nlaEan asd
b biava tdak Rzsl= 1 1B Oe= e Sl T Tl ST oT O iR R
vang mendianto e L i
¢ biava moc: 7o W o - Y R oS
[ammpa »asll cesant ) Soceee—" A nloege  woss Selbond SRS T3
bunga risessas s = L b meeoae e COo@TLetas DRSS
(5} Keuntungan 3272 3psETy 57 D s s ~ .- T oata oo diteiaphan
dalam persentasz == = - _ c . . cwomats D aescdpada avarily des
dan mocai.
{61 QEUKTEE 2o Posr— | ket gt avany D2 ) dany - (TS

Mimls BIEEEERCET o e e



jenis pelayanan

- Penyediaan Fasilitas |

pclatarap parkir
kedalangan
/keberangkalan
angkulan
penumpang/olobis
umum
Penycdiaan fasilitas Rp
gedung/tempat ulsaha Rp.
untuk kegiatan Rp
penunjang terminal Rp
Rp.
Penyediaan fasilitay
pendukung kcglgtar; Rp 1.000/SM
penunjang tcrmmal Rp.  500/SM
lainnya |
- Pemberian pc[ayanan{ Rp. 5.000/bulan
jasa kebersihan Rp. 3.000/bulan
Rp. 2.000/bulan
Rp 1.000/hass
Catatan
SM : Sckali Masuk

(M

(2)

(1}

(2)

Pasal- 9

Tarif penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha scbagaimana dimaksud
pada pasal- 8 ayat (6) adalah merupakan tarif fasilitas sarana terminal yang
dibangun secara peimancn .

Fasilitas sarana terminal yang dibangun secara non permanen, besarnya
tarif ditetapkan sebesar 50 %(lima piluh persen) dari taril bangunan
permanen

BAB- VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal- 10
Retribusi yang lerutang dipungut diwilayah daerah tempc
fasilitas terminal dibenikan atau ditcmpal-tempat lain yapg & 272 -7 T

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal scbagaimzanz 2= - s

pasal- § ayal (6) dilakukan olch petugas Sui- == s
Perhubungan Kabupaten Acch Singhkil



BAB- VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal- 11

(1) Masa retribusi  pelasanan  penggunaan fasilitas tempai
kedatangan/kcheranykatan bis/non bis scbagaimana dimaksud pad
ayat (1) hurul-a adalah untuk sckali masuk lerminal

A Rt JH ] ! U e fakpiila ..l,,':_._..l'ulll usaho

Gl s urif-b adalnh unituk mosi w
(satu) bulan atau ditctapkan lain vlch Kepala Da rah;

(3) Masa retribust pelavanan  penggunaan fasilitas pendukung  iamn o
schagaimana dimaksud pada pasal-3 ayat (1) huruf-c anlara lain m hpuil

a  Pengpunaan fasditas toilet, masa waktu penggunadan ditctaphk wn urnitux
1 (satu) kals masuk:

b et | aran alfu tempal terbuki (Los)
LI RTR TR ik 1 fwane) hariimeter

Pasal- 12

Saat retribusit adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lun yang
dipersamakan.

BAB-IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal- 13
(1)  Wajib retribusi, wajib mengisi SPAORD
) UOEDY <ishbpanman muksud pada ayat (1) haros dus d 1

i dan Temphap sert 1ila tnngan oleh wajib retribusi atau kuasansa,

(3) Bentuk, si serta tata cara  pengisian dan penyimpanan SPdORD
schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dacrah ,

BAB- X
PENETAPAN RETRIBUSI
PPasal- |4

(0 Berdasarkan SPAORD sehagaimana dimaksud dalam pasal- 13 ayat
ditctapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen .2
yang dipcrsamakan |

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru da- -~
data semua belum terungkap yang menyebabkan penambabai = -
retribusi yang terutang, maka diheluarkan SKRDKBT ,

(3 Bentuk, isi dan tata cara pencrbilan SKRD atau dokumen
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan & ~ - -
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditctapkan oleh Kepala Da: -



o -
Pasai- i3
Pemungulan Retribusi idak dapat diboroaghan

Retnbusi dipungut dengan menggunakan SAKRD atau dokumsr =
dipersamakan. dan dengan SKRDKBT

BAB- XII
SANKS] ADMINISTRASI
Pasal-16

Wajib retribusi, dalam hal ini :

d

b.

(1)
(2)

3

(H

(2)

Pemanfaatan/penggunaan  fasilitas  icrminal pada objek rctribusi
scbagaimana dimaksud dalam pasal-3 ayat (1) huruf-a, ternyata tidak dapat
membayar  pada  waktu  kcluay/masuk terminal  dikepakan sanksi
administrasi be tupa biaya tambahan minimal 50 % (lima puluh persen )
dary tarif yang tclah ditentukan

Pemanfaatan/penggunaan fasilitas  terminal pada objek rciribusi
sebagaimana dimak ud dalam pasal-3 ayal (1) huruf-b, ternyata tidak dapat
membayar tepat pa la waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi
adtninistrasi berupa biaya imbahan minimal 2 %(dua persen) sctiap bulan
dari retribusi vang lcrutang atau kurang dibayar dengan menggunakan
SKRD

BAB-XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal- 17
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus,

Retribusi yang terutang dilunasi sclambat-lambatnya 15 (lima belas) bari
sejak diterbitkan SKRD atau dohumen Jain yang dipcrsamakan SKRDKBT
dan STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribust diatur
dengan Kepautusan Kepala Dacerah,

BAB-XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal- 18

Retribusi  terutang berdasarkan SKRDE  atau dokumer - - =
dipersamakan, SKRDKBT, STRIY dan Surat Keputusan Ke-o= - %
menyebabkan jumiah retnbust o rus ehibuyar berfombz- [
atau kurang dibayar oleh wajity retribist dapat =1 tan
Urusan Utang Pitang dan Lelang Ny (UL

Penagihan Retribusi  dapa:  ditagih melalul  BL -
berdasarkan PcraturanPerundang-undangan yang ba™ - -



(4)

(%)

(6)

(M

@

3

(1)

(2)

Pasal- 19

Wayib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
atau DPejabat yang ditunjuk atas SKRD alau
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLE:

Keberatan yany digjukan secara lertulis dalam bahasa Indoncsia deroan
discrtai dengan alasusn- alas an yang jelas |

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan kcberatan alas ketetapan 1elribusi.
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan
retribust terscbut;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
scjuk tangpal SKRD atau dokumen Jain yang dipersamakan, SKRDKDBT
dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tersebut dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya;

Keberatan yany tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3) tidak dianggap scbagai surat keberatan, sehingga tudak
dipertimbangkaon ;

cueajuan Keboaratin tidak menundn Kewafinan, membayar e

Pasal- 20

Kepala Dacral dalam jangka waktu paling lamna 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Kcberalan ditcrima  harus meimberikan keputusan atas
kcberatan yang diajukan:

HilkSa Wi [k ; i Fe bt mlin '!..| 1R s g U5
eelurubioyn aban sehil ek atiau mennmbah besamyn i
terutang;

Apabila jangka wakiu scbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telas

lewat dan Kepala Dacrah tidak memberikan suatu Keputusan, keberaizs
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB- NVI
PENGEMBALIAN KELIBIIIAN PEMBAYARAN
Pasal-21
Alas kelcbiban pembayaran retr . wajib rctribusi dapat

permohonan pengembal an sopad pala Dacrah;

diterimanya permohonan heichihan pembayaran retribusi
dimaksud pada ayat (1. karas memberikan keputusan ;

Kcpala Dacrah dalam :grgha wakiu paling lama 6 {cnam:

t
craber ik
dirn

ARELE POAIT

Anablle walt foirkessy wempunyal ulang retrih=
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(1

(2)

3)

(H

(D

(3

Pengembahian - clebiban pembayaran relribus; ~orazaimara oms L T a—
avat (1} dilaku<an dalam jangka waktu palin. ama -
diterbitkannya SKRDLB .

Apabila pcngesabalian kefebihan pembayaran retribust dilakuka o 002 20
jewal jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dacrah memberihan i mzzz2n
bunga scbesar 2 % (dua persen) scbulan atas keterlambatan per nav2m”
kelebihan retril usi,

Pasal- 22

Permohonan peagembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan sccara
tertulis kepada Kepata Daerah dengan sckurang-kurangnya menyebutkan .

a, Nama dan Alamal Wajib Retribusi ;
b Masa Retribusi,

¢. Besarnya kclebihan Pembayaran;

d Alasan yang singkat dan jclas

Permohonan pengembalian  kelebihan  retribusi disampaikan sccara
langsung atau melalui pos tecatat ,

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penginman pos tercatat
merupakan buk(i siat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal- 23

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkin Surat
Perintah membayar ketebihan retribusi;

Apabila kelebihan pcrmbayaran retribusi  dipechitungkan dengan utang
retribusi fainnya, scbagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayai{4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku jug aberlaky schagal
buktt pembayasan,

BAB- XVII
PENGlLIRANGAN, KIERINGANAN
Pasal- 24

Kepala Dacrah dapat memberikan  penguiangan N
pembebasan retribusi;

| =g

I ITHETL FRak® 54l |
wajib retribusi, antara lamn untu
kerusuhan:

Tata cara pengurangan, Keringanan - 707 -7t
oleh Kepala D.erah



(1)

(2)

()

(2)

(1)

(2)

! BAB- XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal- 25 .

Hak untuk melakukan penagiban retribusi, kadalvarsa setelah mclampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
Kadaluarsa penagihan retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
{ertangguhan apabila :

a. Diterbitkan sural leguran, alau

b. Ada’'pengakuan ulang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB- XIX
KIETENTUAN PIDANA
Pasal- 26

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daersh diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (cmpat) kali retribusi terutang;

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat(1) adalah pelanggaran,

BAB- XX
PENYIDIKAN
Pasal- 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana;

Wewenan g penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah

a. Menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
Japoran berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribus: Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut men; adi lengkap dan jelas;

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atw DBadan tentang kebenaran perbuatan yang cilakukan
schubungan dengan tindak Pidana Retribusi Dacrah ;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan
sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokuinen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,

c. Melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan bukts
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen Jain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah;

g. Menyurub berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa scbagaimana yang
dimaksud pada huruf-a;



B3 atta
RICFENTUAN PENLITLR

Pasal 28

Dengan berlakunva Peraturan Dagrah inl ketentuan vang welah din
dan tidak berlakulag

Pasai 29

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan Darah ini sepanjun, = .-
Peclaksanaannya akan diatur Icinh lanjut oleh Kepala daerah

Pasal 30

Peraturan Daerah i berlaku pada tanggal diundangkan Agar scmua omzo_
mengetahuinya. memerintahkan  pengundangan  Peraturan dacrah 11 St
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Acch Singkii

Disahkan di : Singkil
Pada tanggal : 11 Desember 21 =
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